Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Analisayuridis komite audit dalam sistematika hukum perseroan
terbatas dalam usaha menegakkan Good Corporate Governance (GCG)
Budi Kuswahyudi, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=111523& |okasi=lokal

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") telah menghadirkan "Komite Audit"
sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Kehadiran
Komite Audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam
suatu perseroan terbatas. Dalam konteks GCG, kehadiran Komite Audit dianggap sebagai "obat mujarab”
untuk mengatasi lernahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ
perseroan yang bernama " Dewan Komisaris'.

Secara historis pemberlakuan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas Indonesia di sebabkan oleh arus
perkembangan globalisasi ckonomi sekarang ini yang mengharuskan Pemerintah kita untuk senantiasa
mengikuti kehcndak masyarakat ekonomi dunia, tentang perlunya diratifikasi berbagai konvensikonvensi
internasional secara umum. Partisipasi Indonesia dalam tata pergaulan internasional dalam memberlakukan
GCG sgjalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan sebagai salah satu upaya konkrit dalam
mewujudkan deinokratise rechtstaat yang senantiasa berkesinambungan selalu berkembang sesuai tingkat
kecerdasan bangsa.

Di samping itu GCG diyakini dapat memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Manfaat
lainnya adaiah berkurangnya peluang Direksi dan para karyawan di lingkungan persero untuk melakukan
tindakan korupsi. Hilangnya peluang untuk bertindak korupsi dapat membawa kemungkinan terwujudnya
peningkatan kesejahteraan para Direksi dan karyawan, yang dapat membawa pengaruh positif berupa
peningkatan semangat dan tuinbuhnya "sense of belonging” sesuai dengan standar pengharapan. Dengan
perkataan lain, penerapan dan penegakan GCG pada akhimya dapat meningkatkan daya saing perseroan
baik di dalam maupun di luar negeri.

Di Indonesia, lemahnya GCG ini nampak dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-
kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta
kurangnyainsentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiens di perusahaan inelalui mekanisme
persaingan yang _/air. Terkait dengan rendahnya GCG inilah kami mencoba melakukan penelitian mengenai
penegakkan GCG melalui pembentukan komite audit. Kehadiran komite audit diyakini sebagai upaya untuk
mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Pengaturan tentang
komite audit ini nampak pada Badan Usaha Milik Negara yang diwajibkan untuk membentuk Komite Audit
sesuai dengan Surat K eputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-1171M-MBUI 2002
tentang "Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (SUMN).3 Oleh
karenaitu, pembentukan komite audit sebagai "staff ahli" dari komisaris yang dianggap sebagai obat
mujarab dalam hal penegakan GCG, untuk mengatasi |lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang
harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama Dewan Komisaris.
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